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INTISARI
Parkir adalah salah satu pelengkap dalam suatu bangunan perbelanjaan yang hasilnya dapat menunjang pendapatan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan, pelaksanaan perjanjian banyak yang tidak terlaksana dari ketentuan isi perjanjian yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda dengan berdasarkan pada indikator pelaksanaan kebijakan. kendala yang dihadapi adanya penguasaan lokasi parkir oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,pelaku parkir insidentil yang tidak melaporkan kegiatannya,juru parkir yang tidak taat, pertumbuhan kendaraan yang sangat cepat,jumlah tenaga pengawas parkir yang tidak memadai. Berdasarkan pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kini diserahkan kepada Pihak Ketiga (Outsourcing) yang dilakukan di wilayah perparkiran di Kota Samarinda. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan: a) Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan pengelola parkir kepada pihak ketiga tenaga kerja (Outsourcing)?b)Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga tenaga kerja (Outsourcing) ?Jenispenelitian ini adalah yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diolah melalui proses identifikasi, editing, klasifikasi data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Kata Kunci : kebijakan, pengelolaan parkir, dan Dinas Perhubungan.

ABSTRACT

Parking is one of the complement in a shopping building that results can support local government revenues. Based on the results of preliminary studies, the implementation of the agreement were not implemented many of the provisions of the applicable contents of the agreement. The purpose of this study was to determine the policy implementation service levies parked at the curb public conducted by the Department of Transportation Parking Management UPTD Samarinda with based on indicators of policy implementation. constraints faced their mastery parking locations by persons who are not responsible, incidental parking offenders who do not report their activities, parking attendants who are not obedient, very rapid growth of vehicle, the number of labor inspectors is inadequate parking. Based parking management policy implementation submission of the Department of Transportation has now handed over to third parties (Outsourcing) conducted in the area of ​​parking in the city of Samarinda. Based on this, researchers interested in conducting research in the form of a thesis with problems: a) How is the implementation of cooperation agreements parking management between the regional government with parking management to a third party labor (outsourcing)? B) What factors are some that hinder the implementation of the policy of surrender parking management to a third party labor (outsourcing)? Jenispenelitian is juridical empirical data used are primary data and secondary data used through library research and field study. Data were processed through the identification process, editing, data classification, data preparation and conclusion then analyzed descriptively qualitative. Keywords: policy, parking management, and the Department of Transportation 

1. PENDAHULUAN

Ruang merupakan suatu unsur dalam pengembangan suatu kota, sedangkan tanah adalah dasar dalam pembangunan suatu kota. Dalam pengembangan atau pembangunan suatu kota tentu harus berdasarkan perencanaan. Perencanaan tata ruang adalah langkah awal dalam menentukan bagaimana pola ruang yang akan dilaksanakan, sedangkan pengendalian tata ruang merupakan suatu upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana tata ruang wilayah
.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, dipandang mampu menjadi motor penggerak sekaligus sebagai pendorong peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah : 

1.
Pajak Daerah 

2.
Retribusi Daerah 

3.
Hasil Pengelolaan kekayaan dearah yang dipisahkan 

4.
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 

5.
mengendalikan sumber-sumber yang dimiliki dalam proses produktif.  
Parkir telah menjadi salah satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat terutama bagi mereka yang memiliki kendaraan. Oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiiki kendaraan. Dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir.
Secara umum perparkiran dibagi menjadi 2 jenis yaitu parkir di badan jalan (on street parking) dan parkir di luar badan jalan (off street parking). Dimana parkir di badan jalan merupakan masalah utama yang menyebabkan kemacetan di daerah perkotaan, karena sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan yang bersangkutan. Yang dimana Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, serta Undang-undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sangat jelas melarang menggunakan muka atau badan jalan raya sebagai tempat parkir kendaraan. Selain parkir di badan jalan, masih ada parkir di luar badan jalan yang juga harus diperhatikan, baik pengaturan parkir maupun penentuan bentuk SRP (Satuan Ruang Parkir) yang tepat.
Fenomena yang terjadi di Kota Samarinda realisasi pajak dan retribusi pelayanan parkir mengalami penurunan, baik dalam memanfaatkan potensi berupa pajak yang disiapkan pihak swasta maupun fasilitas layanan parkir pada bahu jalan di luar tepian jalan umum (retribusi) yang terus-menerus mengalami penurunan realisasi penerimaannya. Oleh karena itu, dibutuhkan sentuhan manajemen parkir professional dalam rangka meningkatkan PAD.
Pendapatan dari sektor retribusi parkir dengan jumlah kendaraan yang terus meningkat, tidak pernah mencapai target.Salah satu solusinya pemerintah daerah adalah dengan penyerahan pengelolaan parkir kepada pihak ketiga (outsourcing), dimana dengan. Pemerintah Kota Samarinda mengharapkan dengan adanya pengelolaan pihak ketiga, kebocoran akan berkurang.
Outsourcing / alih daya diartikan sebagai pemindahan atau pendelegasian beberapa proses bisnis kepada suatu badan penyedia jasa, dimana badan penyedia jasa tersebut melakukan proses administrasi dan manajemen berdasarkan definisi serta kriteria yang telah disepakati oleh para pihak.Istilah outsourcing (alih daya) sendiri berasal dari kata “out” dan “source” yang berarti sumber dari luar, merupakan pendekatan manajemen yang memberikan kewenangan pada sebuah agen luar (pihak ketiga) untuk bertanggung jawab terhadap proses atau jasa yang sebelumnya dilakukan oleh perusahaan. 
2. METODE PENELITIAN
2.1.  Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan dari bulan Mei sampai dengan bulan juli 2015 bertempat di Dishu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
2.2.  Bahan dan Alat Penelitian
Bahan dan Alat Penelitian yaitu : Data Data yang masi mentah yang perlu diolah agar menjadi sempurna. Sedangkan alat yang digunakan adalah : Hardisk sebagai alat penyimpanan data dan Alat - Alat tulis lainnya. 

2.3.  Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian ini banyak menggunakan sesi tanya jawab, pengumpulan data kemudian menganalisis
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan parkir antara Pemerintah Daerah dengan pengelola parkir kepada pihak ketiga (tenaga kerja outsourcing)
pengelolaan parkir tepi jalan oleh Pengelola Parkir Dinas Perhubungan Kota Samarinda adalah suatu proses kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengelola Parkir dalam mengelola kawasan parkir tepi jalan di Kota Samarinda yang bertujuan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan, meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui rertribusi parkir, serta meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas.
Perencanaan pengelolaan parkir adalah perencanaan pengelolaan parkir, dimana perencanaan parkir tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta yang dihadapi untuk membuat gambaran-gambaran atau rumusan-rumusan aktivitas dimasa akan datang untuk tercapainya hasil yang diinginkan. Sehingga dalam menyusun perencanaan pengelolaan parkir, telah melakukan pemetaan tentang zona potensi retribusi parkir dan zona tingkat kerawanan kawasan jalan raya di wilayah Kota Samarinda.

Berdasarkan  Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi pada pasal 27 Struktur dan besarnya tarif  Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
Tabel 1. Struktur dan Besar Tarif Parkir

	Jenis Kendaraan
	Tarif 



	a. Sepeda Motor
	Rp.  1.000,- 

	
	

	b. Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya
	Rp. 2.000,- 

	
	

	c. Bus, Truck dan Mobil besar lainnya.
	Rp. 3.000,-

	
	


Sumber : Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011
Struktur dan besarnya tarif  Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dapat dikenakan secara progresif dengan ketentuan  sebagai berikut :
Tabel 2. Tarif  Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum
	Jenis Kendaraan
	Tarif  Dasar


	Tarif Progresif

	a. Sepeda Motor
	Rp.  1.000,- /dua jam 
	Jam selanjutnya Rp. 1000 

	
	Pertama
	/Satu Jam

	b. Sedan, Jeep, Mini Bus dan sejenisnya
	Rp. 2.000,-/ dua jam pertama
	Jam selanjutnya Rp. 1.000 

	
	pertama
	/Satu Jam

	c. Bus, Truck dan Mobil besar lainnya.
	Rp. 3.000,-/ dua jam pertama
	Jam selanjutnya Rp. 3.000 /Satu Jam

	
	
	


Sumber : Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 13 Tahun 2011
Pelaksanaan pungutan retribusi parkir dapat dilakukan dengan sistem berlangganan.Struktur dan besarnya tarif parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk 1 (satu) unit kendaraan ditetapkan sebagai berikut :
Dari hasil pengamatan peneliti, dibeberapa titik pengelolaan parkir Selain pasar dan induk keramaian dan pengunjung yang silih berganti dari hitungan jam saja, tidak menutup kemungkinan untuk tercapainya uang setoran sejumlah itu dapat dipenuhi dengan mudah. 

Retribusi yang ditarik oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan PAD adalah merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan guna mendukung pembangunan di daerah tersebut. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan parkir disebutkan bahwa pihak ketiga bersedia dan sanggup menyetor retribusi pungutan jasa parkir kepada pemerintah daerah Kota Samarinda, pengelola parkir yang berada di wilayah Kota Samarinda,  bahwa kewajiban membayar setoran itu kewajiban dari setiap pengelola parkir yang bertempat di lokasi. dari penghasilan tersebut dialokasikan untuk membayar gaji tukang parkir dan pengelola parkir. Untuk tukang parkir masing-masing pengelola parkir mendapat gaji Rp.700.000,-/bulan untuk masing-masing tukang parkir. 
Ada 2 (dua) cara yang di sepakati oleh Pemerintah daerah yang di wakili oleh kantor pasar dengan para pengelola parkir untuk menyetorkan hasil parkir dari tukang parkir ke kantor pasar, cara penyetorannya yaitu dengan cara: 

1.
Setoran langsung 

Setoran langsung dilaksanakan dengan cara para tukang parkir langsung ke bendahara  Dishub Kota samarinda untuk menyetorkan hasil parkir, dengan jumlah yang sudah di tentukan dan disepakti oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Tetapi dalam hal sistem ini juga terjadi penyelewengan terhadap setoran yang diberikan oleh pengelola parkir.
2.
Setoran Ditempat. 

Setoran dengan sistem ditempat parkir, dalam hal ini petugas Dishub melakukan penarikan kepada tukang parkir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Sistem ini dalam kenyataan memang lebih akurat, karena tidak akan menyebabkan keterlambatan penyetoran hasil parkir yang sudah di tentukan dan disepakati dalam parjanjian oleh kedua belah pihak. Tetapi masih banyak juga petugas petugas yang menagih setoran tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.Tentunya dengan system bagi hasil atau ada uang setoran uang kepada pihak-pihak tertentu. Yang seharusnya hal tersebut masuk ke kas daerah.
Pelaksanaan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada (Pihak Ketiga Outsourcing) yang telah berjalan bukan tanpa hambatan. Ada beberapa faktor yang menghambat pengelolaan parkir oleh (Pihak Ketiga Outsourcing). Faktor-faktor penghambat tersebut dapat mempengaruhi suksesnya tujuan dari kebijakan ini diantaranya adalah memberikan pelayanan perparkiran yang baik kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengelolaan parkir dari Dinas Perhubungan kepada Pihak Ketiga, antara lain sebagai berikut:  

a. Pelayanan perparkiran yang dikelola oleh (Pihak Ketiga Outsourcing) belum didukung dengan sarana dan prasarana yang baik;  

b. Sumber Daya Manusia pelayanan perparkiran yang mengalami pengurangan.  
Selain itu adanya penguasaan segmen parkir pada lokasi tertentu oleh oknum yang tidak bertanggungjawab yaitu juru parkir liar.Oleh karena itu pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda berkerjasama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP dalam mengatasi hambatan ini dan juga melakukan sosialisasi kepada oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut untuk mau bergabung dengan dinas Perhubungan Kota Samarinda agar kemudian bisa menjadi tenaga petugas parkir binaan.
Berdasarkan hasil penelitian pelayanan parkir yang ada di samarinda yang dikelola oleh Pihak Ketiga, pelayanan yang diberikan oleh Pihak Ketiga masih belum dapat dikatakan memberikan pelayanan yang maksimal. Lokasi tempat parkir belum tertata dengan baik lokasi parkir terletak di bahu jalan dan tidak ada pembatas tempat parkir. Pemerintah Kota Samarinda memberikan kewenangan kepada Pihak Ketiga untuk pengelolaan parkir di wilayah Kota Samarinda.
4. KESIMPULAN
Pelaksanaan kebijakan penyerahan pengelolaan parkir di Kota Samarinda ke (Pihak Ketiga Outsourcing) di wilayah Kota Samarinda. bertujuan untuk memaksimalkan dan mengoptimalkan  pengelolaan parkir serta penerimaan retribusi parkir dan memberikan pelayanan parkir yang lebih baik kepada masyarakat Kota Samarinda. Dan berupaya untuk merubah kesan tidak aman dan tidak nyamannya perparkiran di Kota Samarinda menjadi pelayanan parkir yang aman dan nyaman.
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